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KATA PENGANTAR

Bisnis selalu melibatkan lembaga-lembaga hukum, misalnya kontrak, hak milik, jaminan, pasar,
konsumen, dan perusahaan. Pemahaman yang baik tentang lembaga-lembaga hukum itu akan
memudahkan pencapaian operasional bisnis itu sendiri. Bisnis di mana pun tunduk pada prinsip hukum
dan etika, misalnya hukum kewajiban umum, hukum persaingan, hukum keagenan, dan norma etika
masyarakat tempat bisnis beroperasi. Pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip hukum dan
etika tersebut memungkinkan perusahaan menjalankan bisnis dengan baik yang pada akhirnya dapat
memberikan Keuntungan yang lebih baik bagi perusahaan itu sendiri sekaligus memberikan
kemanfaatan kepada para stakeholdernya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya telah menyelenggarakan Konferensi Nasional dan Call for Papers Hukum Bisnis
dengan tema “Mengintegrasikan Hukum dan Etika ke dalam Corporate Governance”.

Konferensi Nasional ini telah diikuti oleh para akademisi dan praktisi hukum bisnis dari
berbagai institusi di Indonesia. Dalam Konferensi ini, para peserta telah bertukar ide dan pengalaman
dalam mengintegrasikan hukum dan etika ke dalam corporate governance melalui pemaparan dan
diskusi atas makalah masing-masing. Untuk itu, melalui penerbitan Prosiding ini diharapkan gagasan
dan pengaloman seluruh peserta Konferensi ini dapat lebih tersebar dan memberikan manfaat yang
lebih luas kepada khalayak.

Terimakasih tak terhingga kami ucapkan kepada para pembicara utama, yakni Bapak Syamsul
Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D. (Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung), Bapak Prof. Dr. Nindyo
Pramono, S.H., M.S. (Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada), Bapak Hayyan Ul Haq, S.H.,
LL.M., Ph.D. (Universitas Mataram), dan Ibu Dr. Sukarmi, S.H., M.H. (Universitas Brawijaya) atas
penyampaian materi masing-masing yang sangat berharga. Ucapan terimakasih pula kami sampaikan
kepada Panitia Konferensi yang tidak dapat kami sebutkan satu-pérsatu atas dedikasi dan kerja kerasnya
sehingga konferensi ini telah terselenggara dengan baik. ;

Malang, 4 Desember 2019
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,

Dr. Muchamad Ali Safa’at, S.H., M.H.
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PEMERATAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH LASEM
UNTUK MELINDUNGI KEKAYAAN NON-WUJUD MASYARAKAT

Dian Narwastuty

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandung
E-mnail: diannarwastuty@gmail.com

ABSTRAK

Wilayah Indoncsia memiliki banyak kekayaan dibandingkan dengan negara-negard lain di dunia.

Kekayaan tersebut juga meliputi kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual tersebut menjadi sebuah
onomis bagi Negara Kesatuan

tantangan bagi Pemerintah Indonesia, sckaligus menjadi suatu aset ck

Republik Indonesia.Untuk itu, pada masa era pembangunan 4,0 saat ini; kekayaan intelektual Indonesia
diharapkan lebih berkembang. Perkembangan terhadap kekayaan intelektual menuntut adanya sistem
pembanguan ekonomi yang lebih dinamis, kreatif, dan berkesinambungan. Pada era yang dimotori oleh
kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, seharusnya pihak pemerintah diharapkan dapat memact
masyarakat lokal dengan potensi kekayaan intelektual. Pada praktek, jumlah keberadaan dacrah dengan
potensi indikasi geografi bercorak non-wujud masih sangat sedikil dari bangsa-bangsa negara lain yang
terdapat di kawasan Asia. Indonesia masih perlu pelibatan peran serta pemerintah sebagai pendamping
untuk memacu industri-industri masvarakat lokal dengan corak kekayaan intelektual non-wujud di
Indonesia. Makalah ini dimaksudkan untuk membahas kerangka pola pelibatan pemerintah sebagai
pendanping secara efektif untuk memarakkan jumlah wilayah dengan indikasi geografis di Indonesi-1.
Dengan demikian, tujuan perlindungan bagi masyarakat lokal melalui pembangunan hukum di

Indonesia dapat terwujud.

Kata Kunci:

kekayaan intelektual, pembangunan 4.0, pelibatan pemerintah, masyarakat lokal, non-wujud.

D. PENDAHULUAN

Kemajuan Informasi dan Teknologi di Segala Aspek Kehidupan

Pembangunan yang menghasilkan kemajuan bagi masyarakat banyak merupakan suatu hal

yang diharapkan dalam suatu negara. Tiada suatu negara yalg ingin tidak membangun. Meskipun
1, untuk mencapai suatu pembangunan yang berhasil atau berdampak bagi negara; diperlukan
arakat, negara, hukum, bahkan lembaga-lembaga yang ada

at menuju perubahan memicu juga terjadinya kemajuan

demikiat
serangkaian usaha yang melibatkan masy

dalam masyaiakat. Perkembangan masyarak

teknologi.
Pembangunan dengan melibatkan sistem teknologi sudah menjadi hal yang lazim di Indonesia

saat ini. Teknologi hampir menjadi hal yang tidak dapat digantikan dalam setiap kehidupan masyarakat.
Namun, perkembangan teknologi tidak mendorong kearifan lokal untuk berkembang. Kebudayaan
lokal dan pengetahuan kan kearifan lokal bahkan terancam tergantikan oleh budaya asing yang masuk
melalui perkembangan teknologi. Kebudayaan lokal dan pengetahuan akan kearifan lokal merupakan
dasar dari keberadaban masayakat 1tu sendiri. Kebudayaan dan kerarifan lokal mempengaruhi alam
pikiran, budaya, dan semua karya baik lisan maupun tulisan. Semua produk-produk kebudayaan lokal

engintegrasikan Hukum dan Etika ke dalam Corporate Governance | 77
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n tradisi baca. Produk kebudayaan inilah

¥ - - & = 5 - . dﬂ
bermula dari tradisi lisan vang berlanjut pada tradisi tulis t
) ' i< i g i gaat inl.

yang mengilhami tradisi masyarakat Indonesia sampai saat

Keadaan Masyarakat Lokal di Indonesia Saat Ini

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, masyaruké
dengan pola ragam hukum “adat” tertentu yang tidak bisa dip"”ﬂhka”
Segala “adat” yang dimaksudkan di atas betujuan untuk menjaga kehersa’fm. _ |

, . . _ _ bersosialisasi dengan sesamanya
sebagai satu sistem nilai yang dipakai oleh masyarakat untuk dapat T
tanpa kehadiran “adat”, peradaban manusia menjadi sangal rendah atau dapat di s
civilization” atau barbarism.

Akan kondisi Indonesia, semenjak jaman penjajuhan Bel
nusantara) pemerintah Belanda telah menaruh minat pada pola keberm oIS
itu nusantara). Beberapa ahli (baik hukum, antropologi, sosiologis, sampal dengan orienta is) m“j“‘“ "
mendeskripsikan keberagaman masyarakat lokal dengan “adat” masing-masing. Salah seorang d‘f‘:' F‘“"i
ahli tersebut mengemukakan bahwa paling sedikit nusantara memiliki 19 lingkaran hukum adat. Adat
kebanyakan masih berbentuk budaya lisan, dan “adat” atau hukum tidak tertulis tersebut tumbuh,
berkembang sebagai kebiasaan yang menghidupi masyarakat lokal itu sendirt.

Kondisi terakhir yang dapat dilihat di Indonesia, terdapat 5.000 kelompok mnayurakuf huku-m
adat dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 370 juta. Kondisi tersebut hanya ditempati oleh 70
negara, termasuk Indonesia. Dengan sekitar 1.072 beragam kelompok etnis, termasuk 11 kelompok etnis
dengan populasi lebih dari satu juta orang, Indonesia termasuk salah satu negara dengan budaya paling
beragam di dunia. Olch karena itu, sudah scharusnya terdapat masyarakat dengan nilai peradaban yang
tinggi di Indonesia. Hanya saja, dalam kaitan dengan kesadaran hukum masyarakat adat, belum terdapat

t lokal adalah kumpulan orang-orang
dengan masyarakat itu sendiri.

aan dalam masyarakat,

anda (setelah era monopoli VOC di
asvarakatan di Indonesia (saal

bentuk ketaatan yang mengikat sccara umt-m. Kesadaran hukum masyarakat adat sebagai nilai vang
hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atuu kepatuhan masyarakat terhadap
norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara lokal saja. Kesadaran hukum
masyarakat yang timbul sebagai output proses kegiatan penyuluhan hukum ditandar dengan keberadan
rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan. Sehingga, untuk Indonesia sendin di tiap
lingkungan masyarakat adat yang berbeda akan terlihat pula perbedaan tingkat kesadaran hukumnva
Hal ini antara lain disebabakan oleh cara teknik penyuluhan hukum. Cara atau teknik penvuluhan
hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai
hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat bagi masyarakat
adat.

Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana bentuk perlindungan yany
diberikan rezim indikasi georafis menurut hukum Indonesia serta hal-hal apa saja yang dapat
menghambat penyelenggaraan rezim kekayaan indikasi geografis. \

E. PEMBAHASAN
Bentuk Pelindungan dalam Rezim Indikasi Geogafis
1. Hukum Kekayaan Intelektual sebagai salah satu bagian Hukum Indonesia
a. Praktek Rezim Hukum Intelektual di Indonesia
Sudikno Mertukusumo mengatakan bahwa kepastian hukum

T Merupakan scbuah jaminan
bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara vang baik. Kep

astian hukum menghendaki adanya
1gan yang dibuat oleh pih.
berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis y

upaya pengaturan hukum dalam perundang-unda
K yang berwenang dan

ang dapat menjamin adanya kepastian

78 | Konferensi Nasional Hukum Bisnis: Mengintegrasikan Hukum dan gt ———

Ika ke dalam Corporate Governance

Scanned by TapScanneF




PROSIDING

bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.' Dengan kepastian hukum tersebut,
maka akan terdapat perlindungan hukum.

Perlindungan tersebut, seharusnya didasarkan pada informasi dan fakta yang akurat di Lasem.
Lasem merupakan daerah yang pada beberapa literatur tentang batik juga disebut sebagai Tiongkok
Kecil. Lasem memiliki museum batik nasional yang memiliki puluhan koleksi batik nusantara. Batik
Lasem memiliki salah satu varian klasik atau biasa disebut pakem dangan pola dan corak yang punya
kekhasan tersendiri. Kekhasan tersebut terdapat pada paduan warna yang berani dan mencolok dengan
motif-motif yang beraneka macam dan khas tetapi tetap indah serta elegan. Batik tersebut populer
dengan sebutan batik tulis kendoro kendiri atau batik Pesisiran Laseman.

Batik ini berbeda dengan batik Jogja atau Solo yang sangat baku pada pakem keraton yang
motifnya eksklusif dan khusus bagi golongan ningrat saja. Batik Laseman sangat bercirikan egalitarian,
yang mana batik ini lebih terbuka atau umum penggunaannya. Penggunaan batiknya dapat bagi segala
kalangan atau lapisan masyarakat berikut macam etnis. Konon perkembangan Batik Laseman in)
dipengaruhi olch unsur-unsur seni dan budaya negeri seberang, yaitu Tiongkok dan Campa.

Orang-orang China dan Campa yang menetap di Lasem membuat perbauran yang begitu
harmonis dengan penduduk lokal. Hal tersebut lambat laun melahirkan akulturasi kebudayaan yang
positif dan kaya, salah satunya adalah seni batik itu sendiri. Batik Laseman sendiri pernah mengalami
kejayaan dalam produksi dan pemasarannya. Kini Batik Laseman hanya dapat temukan di sudut-sudut
kota Lasem bahkan di daerah sekitar Lasem. Hal tersebut terutama pada minimnya pengerajin yang
memiliki hak atas Indikasi Geografi yang seharusnya dimiliki masyarakal pengerajin Laseman.

Sehingga, berdasarkan keadaan kondisi demikian, sudah seharusnya diadakan suatu usaha
perbaikan melalui hukum. Hukum akan memungkinkan perbaikan terhadap suatu bentuk penelantaran
di masa yang lalu. Hukum juga seharusnya dapat mewakili pandangan dan nilai-nilai pihak pengerajin.
Perubahan terhadap sistem hukum dalam dunia kekayaan intelektual dimungkinkan melalui
amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Perbaharuan tersebut
oleh pengerajin batik Laseman dianggap belum bisa maksimal. Hukum merupakan -uatu sistem, yang
berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari
bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu
satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama
untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.’

Para peneliti, baik swasta maupun pemerintah saat ini masih banyak belun terlibat dalam
pengembangan kekhasan daerah ini. Disamping itu, pengaturan paten juga belum bermantaat bag;
pelaku usaha dan aparat pemerintah sebagai pelaksana undang-undang. Paten belum bisa menjadi
faktor penggerak ekonomi nasional. Pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
merevisi Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Paten menghadirkan “wajah baru” Paten dalam negeri sebagai upaya pemenuhan kebutuhan

penyelenggaraan Paten di Indonesia.

b. Peranan Pemerintah Daerah Untuk melindungi Milik Kelompok
Persoalan penggalian /eksplorasi budaya dan kearifan lokal dalam bentuk sastra akan terkendala
minimnya perhatian terhadap kearifan lokal tersebut. Industri penyiaran menempatkan sastra hasil
kearifan lokan sebagai komoditas rendah, tidak menarik untuk digali. Sehingga banyak bentuk sastra

' Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukwm Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 57

P

Mohamad  Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian dan  Kemanfaatan Hukum di  Indonesia”,
http::’.-'www,academiux:duf 10691 64ZI_I{u.:adiIﬂn_l{epaalian_dan_Kﬂmunf*.l:.ltan_Hukum_Lli_Indunesia_,

diakses 17 April 2018, pukul 18.30 WIB
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ni i o okan secara sporadis.
produks-produk sastra lokal saat ini hanya dikembangkan secat: | -l
Al sebagai ruh sastra [ndonesiad y |
ok a yang masil dan konsisten akan
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sia yang berkearitan lokal
Penggalian warna lokal dan budaya lok

+ 1 | ' Jksistensi usah
perlu juga melibatkan usaha Pemerintah. Sualu cksistenst U It e
bersinergl. Di sis1
an, pengkajian,
 lembaga yang akan memperhatikan

lain upaya mempertahankan

mempertahanks 1) P usastraan local secara g -
pertahankan kehidupan kesusastraan loc dan produksi sastra dari

dan upaya-upaya kultivasi atau persemaian bakat, keahli

pemerintah dalam menghadirkan produk undang-undang maupt
ambah.

1005 Tentang Desa dan BPD Desa,

kearifan-kearifan lokal tersebut juga merupakan suatu nilai t
Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun

. v dava vang dimiliki untuk
Pembangunan desa merupakan usaha pemantaatan sumber daya yang

: . s b g F F g P L .1 e
peningkatan Kesejahteraan masyarakat vang nvata. Hal ini terutama dlLllxhdlhll\.dI‘I untuk a:-.F ck
terhadap pengambilan Keputusan,
adi tanggung jawab

pemerintahan,

pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses .
maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan di Desa menj
Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pembangunan, dan kemasyarakatan.
Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan pada Lasem, maka peranan yang dapat dilakukan
Pemerintah daerah untuk melindungi Batik Lasem adalah :
1) Sebagai Pelindung segala Kekayaan Indikasi GeoGarlis
2) Scbagai administratur yang paling mengetahui setiap potensi daerah yang memilki indikasi
Geografis
3) Sebagai Penyumbang Dana/modal untuk mengerakkan usaha UMKM sentra Batik Daerah
Lasem

2. Tatanan, Fungsi dan T:ujuan Serta Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual
Hak yang diberikan kepada orang-orang a:as hasil dari buah pikiran mereka disebut sebagai
Hak Kekayan Intelektual (selanjutnya disebut “HKI”) atau Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut
“KI"). Perubahan nama HKI dan sekarang menjadi KI telah menjadi fenomena umum bagi dunia
Kekayaan Intelektual. Apabila merujuk dari artikel “Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual” yang dimuat dalam Media HKI disebutkan bahwa:
“Dilihat dari perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di tanah air, sistem hukum
(IPR) pertama kali diterjemahkan menjadi “Hak Milik Intelektual”, kemudian menjadi “Hak
Milik Atas Kekayaan Intelektual”. Istilah yang umum dan lazim dipakai sekarang adalah Hak
Kekayaan Intelektual yang disingkat HKI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Rl Nomor M.03.PR.0O7.10 tahun 2000
dan Persetujuan Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor
24/M/PAN/1/2000 istilah "Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”) dapat disingkat “HKI”
altau akronim “HaKI” telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelekt
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundnng—undnngan tersebut did
Keputusan Presiden Republik In#nne::m Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September |
998, tentang perubahan nama Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten, dan Mere
menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektyal (Ditjen HAKI)
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berub
Ditjen HKIL.™

ual.
asari pula dengan

kK berubah
kemudian

ah menjadi

*  Asma karim, dkk, Jurnal Hukum Bisnis, "Perkembangnn Sistem Per]imlung

. . , an Hak Kekavas delbiinldi
Indonesia”, Buletin Informasi dan Keragaman HKI, Volunie v ckayaan Intelektual di

. Dircktorat Jenderal HKI, (Juni 2008): 11,
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Berdasarkan artikel tersebut dijelaskan bahwa alasan diadakannya perubahan istilab HaKl

menjadi HKI yaitu adalah untuk lebih menyesesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang tidak
menuliskan kata depan semacam “atas™ atau “dari”, terutama untuk istilah.

Prnghnmhat bagi penegakan Rezim Indikasi Geografis

a. Sisi Negatif dari Perlindungan Kekayaan Intelektual yang tidak Tepat
1) Thidak terkendalinva kemajuan teknolog
Perkembangan teknologi vang pesal membawa  pengaruh terhadap bidang Kekayaan
Intelektual. Substansi Kekayaan Intelektual melindungi hasil dari kemampuan intelektual
manusia yang berupa benda tidak berwujud (itangibel), dengan demikian yang menjadi fokus
dan  Kckayaan Intelektual bukan  hasil berupa benda  berwujud,  namun ide yang
melatarbelakangi lahirnva benda berwujud.

2) Kewanban pendaftaran yang terlalu birokrasi

Keseluruhan hasil dari Karya cipta, rasa dan karsa manusia hasih wajib didaftarkan mengingal
asas yang menjadi dasar bagi kekayaan intelektual yakni asas konstitutif. Sehingga hal ini akan
menghambat penerapan perlindungan kekavaan intelektual.
3) Tujuan mendapatkan perlindungan hanya untuk kepentingan ekonomis.

Masyarakat biasa yang hanva memasarkan K1 untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari:
har saja, maupun aparatur pemerintah. Tujuannya adalah agar peraturan yang ditetapkan itu
diketahui, dipahami, dan dilaksanakan. Hal ini sehubungan dengan fiksi hukum bahwa "setiap
orang dianggap mengetahui hukum”. Namun fiksi hukum tersebul pada prakteknya tidak
sesuai dengan Kenyataan yang multi etnik, dimana agama sangat berpengaruh kuat dalam
prakek kehidupan bermasyarakat, ditambah lagi dengan kondisi masih jauhnya

b. Pemerataan Pelibatan Pemerintah dalam Hal Perlindungan Hukum untuk Kckayaan
Intelecktual milik Masvarakat Lokal -
erkaitan dengan peranan pemerintah, harus terlaksana sebuah pelibatan  pemerintah.
Pelibatan pemerintah yang dimaksud disini adalah peranan pemerintah sebagai Pemasyarakatan HAKI
di kalangan pengusaha IKM dimaksudkan untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi
dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh para pengusaha industri yang ingin
maju sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing industri. Oleh karena itu karya temuan orang
lain vane didaftarkan untuk dilindungi harus dihormati dan dihargai.
| tPcnwrinmh sangat menyadari bahwa implementasi sistem hak kekayaan intelektual merupakan
suatu tugas besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan
km‘nar:km:nsi melaksanakan ketentuan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
(selanjutnya disebut “Persetujuan TRIPS"), sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994

tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan

Organisasi Perdagangan Dunia.
Article 22, 23, dan 24 dari Persetujuan TRIPS, mengatur mengenai perlindungan hak kekayaan

L—-'l"‘“- . 15 “., -1, . 3 ‘.“!j" . i : y : L : i
intelektual di bidang indikasi geogralis. Bila dalam Article 22 diatur ketentuan yang mencakup berbagai

icle 23 di e an spesifik mengenai perlindungan dalam bentuk indikasi
produk, dalam Article 23 diatur ketentuan spesilik mengenai | g ale ‘

gcografis bagi wines and spirts.

Padahal. sebagaimana dimaklumi, ada berbagai hasil alam dan produk hasil olahan yang dapat
liperoleh dari berbagai negara Demikian pula halnya dengan Indonesia. yang bersangkutan. Oleh
L L dne ol el ]

Karena itu, peran serta berbagai instansi yang terkait untuk lebih meningkatkan efektifitas alih teknologi
& ': L L] T " o * -

perlu diintensifkan.
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Oleh karena itu, peran pemerintah secara gans besar adalah sebagai: P‘f"fi"“ ‘::“P potensi;
pembina terhadap UMKM yang mengembagkan indikasi geografis masyarakat local; ,:mf. agai tenaga
pemasar yang akan membuka kesempatan agar pemasaran produk hasil indikasi geogralis.

F. PENUTUP

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu
kepastian hukum dan kemanfaatan. Pada kasus pengerajin Batik Laseman ini, masih dirasakan belum
adanya perlindungan bag para pengerajin batik tersebut. Im dapat terindakasi dan rendahnya minat
pengerajin untuk melindungi karyanya. Diperlukan suatu usaha konkrit dan berkelanjutan akan
pengenalan terhadap Kekayaan Intelektual, terutama dan peiibatan Pihak Pemerintah Setempat.

Pelaksanaan atau praktek hukum di Negeriini tidak hanya terletak pada aparat pencgak hukum,
tetapi juga karena diakibatkan oleh kerancuan opim publik dalam mengartikan atau mendefenisikan
pengertian 3 (tiga) substansi hukum vakni keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Hal ini
bukanlah sesuatu yang baru di masyarakat, akan tetapi sudah menjad konsumsi publik dimana di

dalamnya terdapat perbedaan persepsi atau pandangan mengenar eksistensi penerapan hukum di
Indonesia.

diperhatikan yaitu unsur keadilan,
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